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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1 Pengembangan kompetensi pegawai di Kecamatan Sape diukur melalui 3 

(tiga) aspek yaitu; 

a. Kompetensi Teknis 

Kompetensi teknis diukur dari Spesialisasi Pendidikan, serta  

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diberikan kepada para ASN. Dilihat 

dari segi Spesialisasi Pendidikan, bahwa di Kecamatan Sape penempatan 

pegawai dalam jabatannya belum sesuai dengan spesialisasi 

pendidikannya, hal ini disebabkan karena penunjukan/penentuan pejabat 

dilakukan oleh Bupati atau Sekda bukan berdasarkan usulan dari 

pemerintah Kecamatan Sape sehingga masih terdapat beberapa jabatan 

yang diisi oleh pegawai yang berbeda latar belakang pendidikannya 

dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.  

Selanjutnya dari segi pendidikan dan pelatihan teknis bagi ASN, di 

pemerintah Kecamatan Sape belum terlaksana secara optimal hal ini 

terlihat dari kurangnya kegiatan diklat teknis yag diberikan kepada para 

ASN yang mana selama 4 (empat) tahun terakhir hanya Sat Pol-PP dan 

Pegawai Damkar yang memperoleh diklat teknis sementara jabatan-
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jabatan teknis lainnya seperti operator komputer, arsiparis, dan pengelola 

keuangan belum dilaksnakan diklat teknisnya. 

b. Kompetensi Manajerial 

    Kompetensi manajerial dapat diukur dari tingkat pendidikan, dan 

pengalaman kepemimpinan. Di pemerintah Kecamatan Sape tingkat 

pendidikan pegawainya sudah bagus dimana yang berlatar belakang 

pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 39,6% dan  SMA 56,6%. 

Dilihat dari pengalaman kepemimpinan, pemimpinan pemerintahan 

Kecamatan Sape dalam hal ini Camat Sape saat ini memiliki latar belakang 

pendidikan yang mumpuni serta pengalaman berorganisasi dan 

pengalaman kerja yang juga bagus sehingga mendukung performa 

pemerintahan Kecamatan Sape dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

c. Kompetensi Sosiokultural 

   Dilihat dari kompetensi sosiokultural bahwa pemerintah Kecamatan 

Sape telah melakukan upaya-upaya persuasive sebagai langakah 

mendekatkan diri dengan masyarat Sape yang majemuk dan berwatak 

“keras”, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik 

kepada pemerintah Kecamatan Sape. 

 

2 Faktor Penghambat Pengembangan Kompetensi Pegawai Dalam 

Memeberikan Pelayanan Publik Kantor Camat Sape Kabupaten Bima.  
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  Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan upaya pengembangan 

kompetensi pegawai di wilayah pemerintahan Kecamatan Sape yakni 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pelatihan) dan keterbatasan dana, 

karena dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempuhni supaya 

pelayanan dapat berjalan lancar dan didukung dengan dana yang besar 

untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dimaksud. 

Selain itu tidak ada dana atau anggaran yang dialokasikan khusus kepada 

pemerintah kecamatan untuk kegiatan diklat sehingga pemerintah 

kecamatan hanya menunggu program diklat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah kabupaten. 

  

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Bima perlu menempatkan pegawai pada jabatan 

tertentu sesuai dengan latar belakang/spesialisasi pendidikan serta 

keahlian yang dimiliki oleh ASN khususnya di wilayah Kecamatan 

Sape; 

2. Pemerintah Kecamatan Sape dan Pemerintah Kabupaten Bima perlu 

menyelenggarakan kegiatan-kegatan pendidikan dan pelatihan teknis 

untuk meningkatkan kualitas  kompetensi pegawai  agar lebih optimal 

sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat; 

3. Pemerintah Kecamatan Sape Kabupaten Bima perlu membenahi dan 

melengkapi fasilitas-fasilitas  seperti peralatan pemadam kebakaran dan  
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alat membuat E-KTP sehingga masyarakat tidak lagi berkunjung ke 

kantor camat lain untuk membuat E-KTP. 
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